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BAB  I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah


Hubungan Internasional adalah suatu disiplin ilmu yang mencakup fakta, isu, fenomena, kejadian, yang terjadi dalam real world. Isi-isu disini meliputi perang, damai, diplomasi, HAM, feminisme, lingkungan hidup dan sebagainya. Sedangkan core subjeknya antara lain adalah Hukum Internasional, Politik Internasional, Organisasi Internasional dan Politik Luar Negeri.

Salah satu Organisasi Internasional adalah Internasional Committee of the Red Cross ( ICRC )
 yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara  dan perwakilan  Hukum Humaniter Internasional, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang merupakan hukum perang yang telah dimodifikasi beradasarkan realita dan perkembangan fenomena di dunia, hukum yang berbicara tentang perlindungan terhadap kelompok manusia yang tidak ikut berperang (non combats), juga tentang cara dan metode berperang (means and method of war), serta hukum dan kebiasaan dalam berperang (law and methods of war).

Pada saat terjadi perang kejahatan perang tidak dapat terhindari, Kejahatan perang yang merupakan suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Perang merupakan kondisi terburuk yang dapat terjadi dalam hubungan interaksi manusia. Akibat yang di timbulkan dari prang sering diaggap sebagai instrumen pencapaian, tujuan yang efektif, sangat menyedihkan dan sangat menyengsarakan bagi rakyat dari pihak-pihak yang bertikai. Selain itu, perang juga sering kali membawa konsekuensi jatuhnya korban dan orang-orang yang tidak bersalah, menimbulkan ketakutan, kecemasan, trauma dan penindasan  serta hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kepedihan yang di akibatkan oleh perang ini jugalah yang mendorong seorang berkebangsaan Swiss yakni Henry Dunant untuk mendirikan organisasi kemanusiaan yang menjadi awal berdirinya ICRC. 

ICRC yang menyelenggarakan Hukum Humaniter, merupakan organisasi yang berlandaskan hukum dan dilakukan dalam berbagai cara dalam membantu  rakyat sipil di negara yang sedang terjadi peperangan, melindungi dan peduli kepada orang-orang yang terluka, kelaparan akibat peperangan itu. Peranan ICRC dalam membantu korban dari perang tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang telah diterapkan dalam Konvensi Jenewa 1949 atau dikenal pula sebagai Palang Merah atau Konvensi Perlindungan Korban Perang ( Convention for the Protection of Victims of War ).
Tujuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 adalah memberikan perlindungan kepada semua korban perang tanpa diskriminasi, dan pada prinsipnya disusun untuk mengurangi kesengsaraan dan derita orang per orang di waktu perang.Hal tersebut wajar karena setiap orang mepunyai hak untuk menikmati kehidupannya. Karena itu, perang merupakan satu situasi darurat atas dasar keputusan politik suatu pemerintahan. Perang sendiri di dalam dirinya terdapat unsur keras, kasar, dan niat saling bunuh. Diharapkan dibalik kekasaran atau kekerasan tersebut tetap di tuntut adanya unsur kewajaran dan tidak berlebihan.

 Peran yang harus dimainkan oleh ICRC dalm peristiwa pelanggaran sangatlah penting:
1. ICRC dalam bereaksi atas inisiatifnya sendiri, terutama saat delegasinya              berhadapan langsung  dengan  kejahatan.
2. ICRC sering menerima keluhan dan umumnya diharapkan menyampaikan keluhan tersebut atau untuk mendekati pihak yang berkuasa yang bertanggung jawab, atau untuk mengatakan kepada masyarakat umum opini mengenai fakta pelanggaran.
3. ICRC kadang diminta untuk memimpin penelitian untuk mengungkap kebenaran  dari fakta kegagalan, atau hanya untuk merekam bahwa pelanggaran telah terjadi.

Dalam pertikaian bersenjata non-internasional, ICRC dapat bertindak berdasarkan hukum berikut, yaitu pasal 3, bagian dua yang sama dalam empat Konvensi Jenewa 1949 yang menetapkan bahwa:

“Sebuah badan kemanusiaan tak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah dapat menawarkan jasa-jasanya pada pihak-pihak yang bertikai”.

Pasal 5, bagian 2 Anggaran Dasar Gerakan  menegaskan kewenangan ICRC menurut Hukum Perikemanusiaan Internasional dengan menetapkan bahwa salah satu tugas ICRC adalah:

“berusaha selalu sebagai institusi netral yang melaksanakan tugas perikemanusiaan khususnya pada waktu pertikaian bersenjata internasional dan lainnya, serta pada waktu perselisihan  dalam negeri menjamin perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada para korban militer maupun sipil akibat peristiwa tersebut serta efek samping kejadian tersebut”.


Invasi Irak pada tahun 2003 dengan kode "Operasi Pembebasan Irak" secara resmi mulai pada tanggal 20 Maret 2003. Tujuan resmi yang ditetapkan Amerika Serikat adalah untuk "melucuti senjata pemusnah masal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak". Sebagai persiapan, pada tanggal 18 Februari 100.000 tentara Amerika Serikat dimobilisasikan di Kuwait. Amerika Serikat menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini, dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri dari lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak. Invasi Irak  inilah yang menjadi pembuka Perang Irak. Invasi Amerika ke Irak bulan Maret tahun 2003 yang lalu adalah sebagai salah satu bagian dari kebijakan pemerintahan George Bush sekarang. Tapi menjadi prioritas utama untuk memuluskan agenda-agenda lainnya yang tersembunyi. Alasan yang dituduhkan adalah kepemilikan terhadap senjata pemusnah massal yang dapat membahayakan umat manusia.


Invasi yang tepatnya dimulai pada tanggal 20 Maret 2003 oleh Amerika Serikat dan bantuan dari berbagai negara kepada Irak yang bertujuan untuk menyingkirkan kuasa partai Ba’ath dan presiden Irak Saddam Hussein dari jabatannya. Pasukan koalisi akhirnya dapat menangkap Saddam Hussein pada tanggal 13 Desember 2003.

Saddam Hussein sesaat setelah ditangkap pada Desember 2003. Presiden Irak itu   disingkirkan oleh Inggris dan Amerika Serikat lewat sebuah invasi pada tahun 2003. Invasi ini dilakukan dengan alasan bahwa Saddam mengembangkan senjata pemusnah massal, dan karenanya dianggap tergolong pihak yang melakukan serangan pada 11 September 2001 ke Gedung World Trade Center (WTC) New York. Ketika itu, menara kembar WTC runtuh akibat ditabrak dua pesawat, sementara sebuah pesawat lain menerjang Departemen Pertahan Amerika Serikat (Pentagon). Kemarahan Presiden George W Bush dilampiaskan dengan menginvasi Afganistan dan Irak. Rezim Taliban di Afganistan jatuh, pun demikian dengan Saddam Hussein di Irak. Keduanya dianggap sebagai sponsor teroris global.

Akibat invansi Amerika Serikat ke Irak telah menyebakan jatuhnya korban jiwa, angka resmi korban jiwa dari pihak tentara atau milisi ; 119 Amerika, 31 Inggris, 3650 Irak sedang korban jiwa sipil ; 1 Inggris, 1254 Irak. Di samping itu Setelah dua tahun lebih diduduki oleh AS dan sekutunya, masyarakat Irak selain mengalami dampak kerusakan fisik dan kematian warganya, juga mengalami dampak kerusakan budaya dan sosial.Para pejabat AS menjanjikan bahwa setelah pendudukan Irak, mereka akan menciptakan keamanan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Irak. Namun, janji itu hingga kini sama sekali belum terwujud.
 
Setelah berakhirnya perang, rakyat Irak masih terus berada dalam tekanan, dan keamanan di negara ini sama sekali tidak terwujud. Setiap hari selalu saja ada warga sipil Irak yang tewas dibunuh tentara pendudukan AS. Pada tanggal 17 Juli 2005, lebih dari 130 orang, di antaranya 32 anak-anak tanpa dosa, tewas akibat ledakan bom, sementara ratusan lainnya luka-luka. Sebelumnya, tanggal 25 Juni dan 3 Juli 2005 juga terjadi pembunuhan massal di Irak, yang merenggut nyawa ratusan warga sipil, termasuk anak-anak. Sebagian data statistik menunjukkan bahwa selama masa pendudukan AS, lebih dari 100.000 warga Irak tewas. Dengan demikian, Irak bisa disebut sebagai negara yang paling tidak aman di dunia, dan ketidakamanan ini justru muncul setelah AS menguasai negara Irak.

Setelah Amerika Serikat menginvasi dan dapat menguasia negara Irak, banyak yang mempertanyakan alasan dan tujuan menginvasi negeri 1001 malam itu? Untuk perlucutan senjata, menguasai minyak di Irak, atau apa yang disebut ‘pembebasan’ rakyat Irak. Tentang perlucutan senjata massal , hingga saat ini, perang yang dipimpin oleh Presiden AS George W. Bush ke Irak sama sekali tidak beralasan, meskipun memang bisa dijadikan dalih oleh Amerika untuk memberangus Irak, tetapi fakta di lapangan dan mata hati maupun nurani jernih ummat manusia tidak bisa dikelabui, bahwa itu semua hanyalah sebagian dari alasan dibalik adanya agenda tertentu yang telah sejak lama dirancang oleh pengambil kebijakan di  Pemerintahan George Walker Bush. Dan dalan hal perubahan rejim, dapat dikatakan setengah tercapai, dengan catatan rezim baru belum terbentuk sementara kelompok utama masyarakat Siah sekitar 60 % dari total 25 juta penduduk Irak menentang pertemuan yang diatur pasukan Amerika. Pemerintahan militer Amerika diperkirakan akan berkuasa selama dua tahun di Irak sebelum terbentuk pemerintahan sementara Irak. Catatannya, dalam masa dua tahun semua kemungkinan bisa terjadi.

Perang Amerika Serikat-Irak banyak mengakibatkan terjadinya pelanggaran seperti tahanan Irak yang disiksa di dalam penjara yang sempat ditayangkan oleh televisi, foto-foto yang memperlihatkan kondisi tahanan yang sangat terluka parah oleh siksaan beberapa diantaranya dalam keadaan berdarah. Foto-foto penyiksaan dan pelecehan seksual yang dilakukan tentara Amerika Serikat  kepada tahanan Irak . Komite Palang Merah Internasional ( ICRC ) bahkan menyebutkan gambar tersebut sangat mengerikan dan merupakan bukti atas pelanggaran hukum internasional tentang kemanusiaan. Amnesty Internasional ( AI ) dalam laporannya bahwa Amerika Serikat telah merusak kerangka Hukum Internasional tentang hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) mengatakan korban yang jatuh dalam konflik Amerika Serikat-Irak sebanyak 3.709. laporan ini menggambarkan bahwa konflik sektarian di Irak telah semakin dalam, sekaligus menunjukkan ketidakmampuan pasukan AS dan koalisinya untuk memulihkan stabilitas di Irak. Data yang dikeluarkan Misi Bantuan PBB bagi Irak (United Nations Assistance Mission for Iraq/UNAMI) tersebut menunjukkan, sedikitnya 101 warga Irak tewas setiap hari. Sedangkan jumlah warga Irak yang melarikan diri menuju Jordania atau Suriah mencapai 100.000 orang per bulan. Sedikitnya, 1,6 juta orang telah mengungsi keluar Irak sejak terjadi invasi militer AS bulan Maret 2003.


Selain itu pasukan Amerika yang ditugaskan di Negara Irak, banyak yang menderita depresi dan tidak sedikit diantara mereka yang bunuh diri akibat depresi tersebut, terhitung 29% pasukan Amerika yang bunuh diri hingga tahun 2005. Tentara Amerika yang ditugaskan Ke Irak pada awalnya mereka disebut sebagai sebagai pasukan pembebas rakyat Irak dari rezim Saddam Hussein. Tapi di lapangan kenyataannya berbeda mereka ditugaskan untuk menyiksa dan membunuh rakyat Irak, oloeh sebab itu mereka sangat dibenci oleh rakyat Irak, oleh sebab itu sangat wajar apabila pasukan tentara Amerika Serikat mengalami depresi yang tinngi sehingga mengambil jalan untuk bunuh diri.


Di samping itu, dinegaranya Amerika mengalami kerugian defisit anggaran yang sangat besar untuk membiayai peperangan di Irak dan untuk dapat menangani kerugian tersebut pemerintah Amerika memotong dari subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, serta fasilitas lainnya guna menutupi kerugian tersebut. Akibatnya timbul kemiskinan dan kaum menengah harus menjalani kehidupan yang berat akibat pemotongan subsidi berbagai kesejahteraan sosial tersebut.


Amnesty Internasional melaporkan bahwa penganiyaan banyak terjadi di penjara-penjara milik Amerika yang ada di Irak maupun Afganistan, bukti-bukti terus bermunculan yang mengatakan semakin meluasnya penyiksaan serta tindakan kejam lainnya yang tidak sama sekali berprikemanusiaan dan merendahkan martabat terhadap para tahanan yang ada di penjara-penjara tersebut.    

Selain invasi pasukan Amerika pun konflik di Irak antara kubu Sunni dan Syiah telah sampiai titik saling bunuh dengan  sangat mengerikan, laporan PBB, milisi yang bersenjata semakin kuat kedudukannya di masyarakat dan terlibat  dalam sejumlah penyiksaan. "Ratusan mayat tak dikenal terus ditemukan di berbagai wilayah di Baghdad dengan kondisi tangan terikat, mata ditutup, tubuh penuh bekas siksaan, dan mereka dibunuh dengan gaya eksekusi, ditembak dari jarak dekat.

Tujuan utama ICRC adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan  para korban, meredakan kepedihan mereka dan menjamin bahwa akibat konflik penyakit, luka, lapar atau kerentanan terhadap unsur-unsur tersebut tidakmembahayakan masa depan mereka. Walaupun bantuan darurat menyelamatkan kehidupan dan mengurangi pengaruh paling buruk dari konflik, ICRC selalu berusaha untuk tetap terarah pada tujuan utamanya, yaitu memulihkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memberikan bantuan kepada korban perang, rakyat sipil, dan para tawanan perang ICRC bekerja sama dengan Iraqi Red Crescent Society (IRCS) untuk memenuhi segala kebutuhan para korban perang akibat invasi pasukan Amerika.

ICRC yang memberikan bantuan dan perlindungan bagi korban perang dengan fokus pada kegiatan penyelamatan jiwa serta memulihkan kondisi korban baik itu mempertemukan kembali anggota keluarga korban konflik akibat peperangan. Kegiatan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap tawanan perang dengan cara mengawasi keselamatan para tahanan perang dengan memberi makanan dan terpenuhinya segala kebutuhan sandang dan pangan. Pada saat Amerika melakukan invasi terhadap Irak ada enam ekspatriat bertugas di Baghdad  dan empat lain di bagian utara Irak. Mereka didukung lebih dari 100 staf lokal serta mendapat bantuan dari Bulan Sabit Merah serta menyediakan lebih dari 60 ekspatriat untuk berjaga-jaga. Bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah setempat dibuat jaringan untuk membantu anggota korban yang kehilangan keluarganya. ICRC menimbau tegas kepada pihak yang berperang agar menghormati Hukum Humaniter Internasional bahwa adanya batasan-batasan dalam perang serta menghormati dan melindungi penduduk sipil yang tidak bersalah. ICRC selain terjung langsung ke lapangan  juga melakukan pencegahan yaitu dengan mengadakan seminar-seminar dan siaran-siaran radio.


Karena waktu konflik yang panjang dan memakan banyak korban yang berjatuhan serta pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada peperangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti usaha-usaha  apa saja yang dilakukan oleh ICRC sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, memberi bantuan kepada korban perang yang mempunyai hak-hak dasar sebagai manusia, serta memberikan bantuan kepada seluruh pihak yang bertikai ataupun tidak.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul : “PERANAN ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) DALAM MISI KEMANUSIAAN PADA KONFLIK AMERIKA SERIKAT-IRAK”.
B.       Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran  ICRC dalam melaksanakan misi kemanusiaan pada konflik Amerika Serikat-Irak?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi ICRC dalam misi kemanusiaan pada konflik Amerika Serikat-Irak?

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh ICRC dalam misi kemanusiaan pada konflik Amerika Serikat-Irak?

1.
Pembatasan Masalah


Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, maka perlu diadakan pembatasan dengan tujuan untuk membatasi permasalahan dan agar tidak keluar dari topik yang sedang dibahas. Untuk itu penulis lebih menitikberatkan penelitian ini pada pembahasan mengenai peranan ICRC dalam menyelesaikan misi kemanusiaan pada konflik Amerika Serikat-Irak.
2.
Perumusan Masalah


Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yang diharapkan dapat menjadi rumusan dalam menganalisa masalah yaitu:
“Sejauhmanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh ICRC ( International Committee of  Red Cross ) dalam melaksanakan misi kemanusiaan pada konflik Amerika Serikat-Irak?”.
C.       Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.
Tujuan Penelitian

Tujuan berkaitan dengan pemahaman dan pengembangan bidang yang sedang diteliti. Adapun tujuanb penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan ICRC dalam misi kemanusiaan pada saat perang maupun pasca perang di Irak.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi ICRC dalam memberikan bantuan dan perlindungan pada korban konflik di Irak

3.  Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan ICRC dalam misi kemanusiaan pada konflik Amerika Serikat –Irak.
4. Untuk mengetahui hasil apa saja yang diocapai oleh ICRC dalam misi kemanusiaan pada konflik Amerika Serikat-Irak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna antara lain:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menmbah pengetahuan bagi penulis mengenai peran serta ICRC dalam melindungi warga sipil maupun korban konflik Amerika Serikat-Irak     

2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat dalam memperkaya khasanah pemikiran bagi studi Hubungan Internasional khususnya tentang peranan ICRC (International Comitte of The Red Cross) Dalam Memberikan perlindungan Hak-hak dasar manusia . Serta  dapat dijadikan pembanding bagi studi-studi lainnya yang berkaitan dengan Organisasi internasional untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai literatur tambahan dalam mempelajari dan menganalisa masalah Hubungan Internasional.

3. Menambah informasi yang jelas mengenai peranan yang telah dilakukan oleh ICRC dalam membantu korban konflik peperangan yang terjadi.
4. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
D.      
Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.
Kerangka Teoritis

Teori, konsep, dan pernyataan para pakar atau ahli maupun otoritas tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan maupun fenomena yang terjadi dapat dijadikan sebagai alasan dalam pengkajian permasalahan yang tengah penulis kaji.


 Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan untuk menganalisa  masalah yang akan diteliti. Di dalam kerangka teoritis ini terdapat teori-teori yang memiliki relavansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Dinamika Hubungan Internasional pada satu dasawarsa terakhir ini menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial


Hubungan Internasional adalah merupakan fakta, dimana fakta tersebut berkembang dan berproses terus menerus. Dalam masyarakat internasional yang memiliki pandangan yang berbeda, seperti dalam masalah perbedaan sistem negara, ekonomi, ideologi, industri, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya perbedaan kepentingan


Dalam konteks Hubungan Internasional aktor-aktor pelaku proses kelompok sosial itu adalah negara, bangsa, ataupun organisasi-organisasi internasional, dimana para aktor tersebut akan melakukan hubungan dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan demi kepentingannya terhadap hubungan antar negara-negara, penulis mengambil pengertian dari Hubungan Internasional, menurut K.J Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, mengemukakan:
“Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi diantara masyarakat duniadan Negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara lebih lanjut dikatakan termasuk dari dalamnya pengkajian terhadap Politik Luar Negeri dan Rolling serta meliputi segala segi hubungan diantara negeri di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai serta etika Internasional”.

Di samping itu menurut J.J. Rousseau perang dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“...war is not a personal matter between individuals but a matter between states, as soon as the adversary has been disarmed and has surrended, no one any longer has any right to take his life... it must be rememberd that prisoner are men and unhappy ones at that.”

Perang bukanlah persoalan antara dua individu, namun persoalan antar negara, sampai musuh segera menlucuti senjatanya dan menyerah. Tidak ada satupun yang menginginkan perang lebih lama dalam hidupnya, ....perlu diingat bahwa orang yang dihukum tidak mendapatkan kebahagiaan.
Berdasarkan penjelasan tersebut ilmu Hubungan Internasional masih mengenai perang. Menurut Karl Von Clausewitz perang dapat diartikan sebagai “ Perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya”.


Dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional, Teuku May Rudy secara sederhana mendefinisikan organisasi internasional sebagai:

“Any coorperative arrangement institud among state, usually by basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staf activities” ( pengaturan bentuk kerjasama internasioanal yang melembaga antara Negara-negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala ).


Tolak ukur suatu Organisasi Internasioanl apakah sudah berperan atau belum dapat dilihat dari tiga hal:

1. Instrumen ( alat ), organisasi internasional digunakan sebagai alat bagi anggotanya untuk mencapai kepentingannya.

2. Arena ( forum ), organisasi internasional menyediakan tempat untuk melakukan rapat, berkumpul, kerjasama atau saling berbagi pendapat antara anggota.

3. Aktor, organisasi internasioal adalah aktor yang independent, dimana ia dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh kekuatan luar. Selain itu manusia mengidentifikasikan diri dan kepentingannya melalui organisasi, bukan lagi melalui Negara bangsa.

Suatu Organisasi Internasional jika telah menjalankan fungsi dan kedudukannya berarti telah melakukan peranannya. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.


Perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan dijelaskan oleh Teuku May Rudy dalam bukunya Hukum Internasional II yaitu menjelaskan bahwa:


“Salah satu sendi hukum perang adalah apa yang dikenal dengan prinsip pembedaan, yang dimaksud dengan asas ini adalah penduduk suatu Negara yang terlibat dalam pertikaian senjata dibagi dalam dua golongan besar, yaitu mereka yang secara langsung turut serta dalam pertikaian tersebut dan mereka yang tidak turut serta secara aktif. Golongan pertama disebut kombatan, sedang golongan kedua umumnya disebut penduduk sipil.


Dalam bukunya Hubungan Internasioanl Sistem, Interaksi dan Perilaku, R. Soeprapto mengemukakan bahwa organisasi internasional sendiri bila dilihat dari sudut kenggotaannya dan sifat hukum yang mengatur kegiatan organisasi dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Organisasi Internasional antar pemerintah atau IGO ( Inter Governmental Organization ), dimana keanggotaannya meliputi pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu Negara secara resmi.

2. Organisasi Internasional non-pemerintah atau NGO ( International Non-Governmental Organization ), dimana kenggotaannya meliputi warga Negara atau kelompok-kelompok swasta atau keduanya yang bekerjasama pada tingkat nasional dan internasioanal.
      

Organisasi Internasional sebagai sebuah aktor dalam Hubungan Internasional dan dikatakan sebagai wadah kerjasama internasional. Disamping itu, organisasi internasional memiliki anggota-anggota yang memberikan kontribusi yang besar bagi tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan T. May Rudi menyatakan bahwa:


Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor Hubungan Internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa Negara (baik oleh agen pemerintah maupun non-pemerintah) dengan tujuan tertentu. Organisasi Internasional terbentuk karena adanya kebutuhan dari masyarakat internasional akan adanya wadah untuk melakukan kerjasama internasional.

Perang bukanlah persoalan antara dua individu, namun persoalan antar negara, sampai musuh segera menlucuti senjatanya dan menyerah. Tidak ada satu pun yang menginginkan perang lebih lama dalam hidupnya, ....perlu diingat bahwa orang yang dihukun tidak mendapatkan kebahagiaan.

Sedangkan sebab-sebab munculnya perang menurut Idrus Affandi adalah sebagai berikut:

Sebab-sebab munculnya pernag antara lain adalah sebagai berikut:

1. adanya keinginan suatu negara atau kelompok negara untuk memperoleh daerah strategis, basis militer, dan sebagainya;

2. Keinginan mencari daerah baru unutk menanamkan kodal surplus serta pemasaran barang-barang negara yang mendominasi;

3. Keinginan untuk memperoleh prestise politik yang datang sebagai kemenangan perang suatu negara. 

`
Tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan mengurangi penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjatanya tetapi juga oleh kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik.


Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:

1. Jus Ad Bellium yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.

2. Jus In Bello yaitu hukum yang berlaku dalam perang, di bagi menjadi dua yaitu:
a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang ( Conduct of War )

b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadikorban perang ini lazimnya disebut The Geneva Laws.


Konsep Hukum Humaniter Internasional pada intinya bagaimana agar perang atau sengketa bersenjata yang memang harus ditempuh  atau dilakukan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perikemanusiaan. Landasan Hukum Humaniter atau perlindungan dalam perang sebagian besar bersumber dari nilai-nilai hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:

a. prinsip setiap manusia mempunyai hak hidup, perlindungan fisik, moral, dan pengembangan kepribadian, antara lain:

1. Seorang yang ditangkap didalam peperangan tidak dapat diganggu gugat atau dilanggar haknya (hidupnya tak boleh dihancurkan),

2. Penyiksaan dilarang,

3.  Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum,

4. Setiap orang berhak untuk memperoleh penghormatan, menganut kepercayaan, dan menikmati hobinya,

5. Setiap orang yang menderita akan mendapat perlindungan dan menerima perawatan secukupnya,

6. Tak seorangpun dapat dikurangi hak miliknya dengan semena-mena.

b. Prinsip tidak membeda-bedakan sesama manusia, baik dari aspek agama ,  jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, kedudukan social, kekayaan, politik, suku, dan pandangan hidup.

c. Prinsip keamanan

1. Tak seorangpun dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang tak dilakukan olehnya

2. Dilarang adanya pembalasan, hukum kolktif, penyandraaan atau pengusiran terhadap seseorang.

3. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keuntungan atas jaminan hukum yang ada.

4. Tidak seorangpun yang dapt dihapus hak yang telah diberikan oleh konvensi-konvensi humaniter.


Berakhirnya Perang Dingin merupakan suatu awal dari adanya perubahan dinamika Hubungan Internasional, isu-isu baru lebih dikemukakan secara signifikan yang secara tidak langsung telah mengubah wajah dunia, seperti munculnya terorisme internasional, globalisasi dengan segala aspeknya, regionalisasi di berbagai penjuru dunia dan kecenderungan internasionalisasi isu-isu lokal, berbagai kecenderungan baru telah melanda dunia yang tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi baru terhadap interaksi global.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik? Definisi sederhana dari konflik dikemukakan oleh Winardi dalam bukunya Manajemen Konflik ( Konflik Perubahan dan Pengembangan ) yang mengatakan bahwa: “Konflik adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok atau organisasi-organisasi”.

Sebab-sebab terjadinya konflik secara sosiologis:

1. Adanya perbedaan kepribadian diantara mereka, yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan.

2. Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu yang satu dengan yang lain sehingga terjadi konflik diantara mereka.

3. Adanya perbedaan kepentingan individu/kelompok diantara mereka.

4. Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau system yang berlaku.
 

Prinsip-prinsip dasar Palang Merah Internasional (ICRC) disahkan pada tahun 1965 di Wina (Austria) oleh Konferensi Internasional Palang merah dan Bulan Sait Merah XX, memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sait Merah Internasional yang dilahirkan berdasarkan keinginan untuk mematu tanpa diskriminasi para korban yang cedera di medan perang, mencegah dan meringankan penderitaan umat manusia yang terjadi di mana saja, dengan memanfaatkan kemampuannya baik nasional maupun internasional. Gerakan tersebut bertujuan melindungi kehidupan dan kesehatan dengan menjamin penghormatan trhadap manusia. Oleh karena itu, diusahakan meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi di antara semua bangsa.

2. Kesamaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sait merah tidak memedakan kebangsaan, ras, agama, status, atau pandangan politik. Gerakan ini erusaha meringankan penderitaan manusia dan hanya membedakan di antara para korban menurut keadaan kesehatannya, sehingga prioritas dapat diberikan kepada koran yang keperluannya paling mendesak.

3. Kenetralan. Supaya tetap memperoleh kepercayaan dari semua pihak, Gerakan Palang merah dan Bulan Sabit Merah Internasional tidak boleh memihak dalam permusuhan atau melibatkan diri dalam pertikaian yang ersifat politis, rasial, keagamaan, ataupun ideologis.

4. Kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Walaupun membantu pemerintahnya dalam menyelenggarakan pelayanan medis dan mengikuti peraturan-peraturan di negara masing-masing. Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sait Merah Nasional harus selalu menjaga kemandiriannya, sehingga tetap dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh gerakan tersebut.

5. Kesukarelaan. Gerakan ini bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali mencari keuntungan.

6. Kesatuan. Di setiap negara, hanya dapat didirikan satu perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional. Perhimpunan terseut harus terbuka agi semua orang dan harus menyelenggarakan pelayanan kemanusiaan di seluruh wilayahnya. 

Kesemestaan. Gerakan ini adalah gerakan yang diakui di seluruh dunia. Gerakan terseut mencakup semuaPerhimpunan Palang Merah dan Bulan Sait Merah Nasional yang mempunyai keduduka, tanggung jawab, serta tugas yang sama untuk saling memantu.


Dalam menjalankan peranannya, ICRC menggunakan konsep kemanusiaan sebagai landasan utama, oleh karena itu ICRC merupakan salah satu NGO yang memiliki peran sebagai pemelihara Hukum Humaniter Iternasional, selain itu ICRC juga merupakan oraganisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan yang dalam kegiatannya berdasarkan dengan hasil dari Konvensi Jeneva 1949. hal ini dapat dilihat melalui program-program yang di jalankan ICRC dalam rangka menegakkan Hukum Humaniter Internasional dan memberikan bantuan kepada korban pertikaian senjata Internasional. Program-program tersebut antara lain: 

1. Perlindungan terhadap penduduk sipil.

2. perlindungan terhadap tawanan perang dan tahanan.

3. Menyatukan kembali hubungan keluarga.

4. Pencarian orang hilang yang berupa Badan Pusat Pencarian (Central Tracing Agency).

5. Pemberian Bantuan Medis.

6. Infrastructure Support Services (ISS).
7. Physical Rehabilitation.
8. Bantuan dan Rehabilitasi Ekonomi.
9. Air dan Habitat.
10. Penyebarluasan Hukum Perikemanusiaan Internasional. 

Konflik adalah suatu tindakan yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap bermusuhan, serta jenis tindakan militer dalam diplomasi tertentu. Konflik tersebut umumnya disebabkan pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah terotorial dan keamanan. Semangat jalur-jalur kemudahan menuju permasalahan, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintahan yang tidak bersahabat, mengubahprosedur dalam organisasi PBB, perilaku konflik merupakan pertentangan antar tuntutan yang dimiliki oleh suatu negara dengan kepentingan negara lain.

 Peranan ICRC sangat penting dalam pemeberian bantuan dan perlindungan HAM bagi korban perang, peranan menurut Rusadi Kantaprawira, dapat didefinisikan sebagai: “peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi dalam suatu sistem”. Adapun peranan ICRC dalam hal ini meliputi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 bertindak sebagai perantara netral diantara pihak-pihak yang sedang bertikai untuk kepentingan para korban perang, tawanan perang, interniran sipil, orang-orang yang luka dan sakit, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau orang-orang yang tinggal diwilayah pendudukan.

b. Memberikan pelayanan atas hak inisiatifnya yang diakui oleh Negara-negara, yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan para korban yang terjebak dalam situasi perang, kekacauan internal, dan situasi kekerasan lainnya. Secara esensial terdiri atas : melindungi para tawanan perang, orang-orang yang luka dan para internian sipil, dan juga menjunjung mereka dimanapun mereka berada (kamp, penjara, rumah sakit, kamp-kamp kerja, dan sebagainya).

c. Memberikan dukungan material dan moral kepada para tahanan yang dikunjungi, kepada penduduk sipil ditangan musuh, kepada orang-orang yang terusir atau para pengungsi di zona pertempuran atau keadaan yang tidak disebut dalam konvensi konflik dan meningkatkan pengembangan sertamelaksanakan Hukum Humaniter Internasional 

d.  ICRC selalu diminta untuk mengatur bantuan dan program asistensi medis untuk menjamin korban dari segala bentuk kategori rawan tingkah laku masyarakat akibat berbagai peristiwa.

e. ICRC juga bertugas untuk mencari orang yang nasibnya tidak jelas atau hilang. Untuk mencagah adanya orang hilang.
Organisasi Internasional apabila dilihat dari hubugannya dengan Negara-negara yang berdaulat yang merupakan actor utama dalam panggung internasional juga dapat dijelaskan sebagai Souvereign states recognized the need for more sustained methods of collaboration on numerous problems. States estabilished internasional organization to meet these specific needs ( Negara-negara berdaulat menyadari perlunya pengembangan cara atau metoda berkesinambungan yang lebih baik mengenai penanggulangan berbagai masalh. Negara-negara membentuk organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut).
Adapun pengertian Korban perang disini didalam Hukum Humaniter itu sendiri di jelaskan: “Mereka pihak-pihak yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran yang terkena dampak akibat peperangan, yaitu: penduduk sipil, tentara yang menjadi korban luka, sakit, korban kapal karam, dan tawanan perang”.

Salah satu pertikaian bersenjata internasional yang menjadi isu hangat di kalangan dunia internasional dalam beberapa tahun yang lalu adalah pertikaian antara Irak dengan Amerika serikat. Kasus kekejaman tentara Amerika Serikat di Penjara Abu Gharib terhadap tawanan perang Irak diungkapkan oleh CBS pada tanggal 29 April 2004 dan juga di muat di Daily Mirror tanggal 1 mei 2004, dalam program 60 minutes II, penyiksaan serdadu terhadap 20 tahanan Irak. Tergambar dalam tayangan tersebut bagaimana tentara AS secara brutal menyiksa, menelanjangi tawanan, dan mementuk piramida manusia, kemudian dialiri listrik. Di samping ada yang dikencingi, diperintah melakukan masturbasi, dan seagainya. Karena itu, dalam editorial The New York Time yang tajam, terkait dengan penyiksaan para tawanan Torture Photo, the Lastest Horror, sehingga ke depan saat angsa Arab di Timur Tengah mengenang invansi Irak, mereka tidak akan bicara soal berapa tentara AS yang tewas… yang mereka kenag adalah gambar-gambar tentara AS yang dengan senyum lear dan ancungan jempol melecehkan tawanan Irak (T. Yulianti, Suara Pembaruan, 12 mei 2004).

Kasus tersebut memberi bukti bahwa militer AS banyak yang tidak mengetahui Konvensi Jenewa 1949. Kasus tersebut dapat juga terjadi di berbagai penjara lain serta dilakukan oleh banyak negara. Untuk itu, ICRC langsung membentuk tim khusus, melakukan penyelidikan, membentuk tim investigasi untuk melakukan penelitian di banyak penjara yang di dalamnya terdapat tawanan perang. Hasil laporan Komite Palang merah Internasional/ICRC menyatakan, kekerasan tentara AS bersifat sistematis. Salah satu laporan adalah sebagai berikut: ”…tahanan laki-laki kerap dipaksa untuk berbaris dengan mengenakan pakaian dalam perempuan. Metode penyiksaan secara psikis maupun fisik selalu digunakan oleh intelijen militer untuk meyakinkan para tahanan agar bersedia bekerja sama denagn mereka, baik mereka yang ditahan atas alasan keamanan maupun karena diduga mempunyai informasi yang berharga…(Republika, 11 Mei 2004).”


Pada konflik yang terjadi di Irak peranan ICRC tidak hanya memberi bantuan dan perlindungan terhadap korban-korban yang jatuh dalam konflik AS-Irak itu dan juga sebagai NGO yang mengemban untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional yang bermaksud untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran HAM. Pada invasi AS ke Irak ICRC berperan sebagai berikut:

1.   Untuk membantu rumah sakit yang ada di Irak dengan memberikan         peralatan bedah untuk menanggulangi luka-luka yang serius, obat-obatan, serta penanganan korban akibat perang.

2.  Untuk membantu keadaan darurat pada persediaan air bersih dan instalasi sanitasi.

3.    Jika dibutuhkan, menyediakan makanan, terutama sekali untuk orang-     orang yang kondisinya lemah, seperti pasien rumah sakit.

4.     Sebisa mungkin mengunjungi tahanan perang.


Selain diatas masih banyak lagi tugas yang dilakukan oleh ICRC dalam misi kemanusiaannya melalui program-programnya yang akan membantu korban pada perang yang terjadi.


ICRC melakukan beberapa kegiatan yang mendukung upaya-upaya kemanusiaannya, yaitu kegiatan untuk para tahanan, kegiatan pelacakan ( Tracing Activities ), serta kegiatan medis yang semuanya bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak bersalah dalam pertikaian maupun melindungi para korban yang terkena langsung dampak dari konflik di Irak.


ICRC sebagai NGO yang bertujuan menegakkan hukum perikemanusiaan, dikategorikan sebagai organisasi hak organisasi Hak Asasi Manusia ( HAM ), yaitu salah satunya memiliki tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia.


Dari beberapa kajian teoritis di atas untuk mengarahkan dan menguatkan munculnya hipotesis, maka penulis mencoba mengemukakan asumsi dasar sebagai berikut:
1. ICRC adalah salah satu organisasi internasional  yang bertugas      sebagai penyelenggara  dan perwakilan  Hukum Humaniter Internasional, bergerak dalam bidang kemanusiaan, memiliki prinsip netral, tidak memihak dan mandiri.
2. Pada konflik Amerika Serikat-Irak banyak jatuhnya para korban khususnya masyarakat sipil yang tidak bersalah, dalam melaksanakan misi kemanusiaannya ICRC bekerjasama dengan Iraq Red Crescent Society (IRCS) seperti penyediaan para ahli staf medis, pertukaran informasi operasional untuk memenuhi segala kebutuhan para korban konflik akibat invasi pasukan Amerika.  
3. Dalam konflik Amerika Serikat-Irak  aktivitas-aktivitas ICRC dalam misi kemanusiaannya tidak berjalan lancar, kondisi yang tidak stabil di Irak menyulitkan akses ICRC dalam beraktivitas, namun semua itu tidak menghalangi ICRC dalam melakukan kegiatan misi kemanusiaannya dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi prinsip dasar ICRC. 
2.
Hipotesis


Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.
 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil suatu hipotesis sebagai berikut:


“ICRC memberikan bantuan dan perlindungan berupa materiil maupun moril sebagai misi kemanusiaan kepada warga sipil dan militer di daerah konflik bersenjata di Irak yang dimulai tahun 2003, maka misi kemanusiaan dapat meminimalisir penderitaan seluruh korban konflik di Irak dengan terpenuhinya kebutuhan hidup.” 
3.
Operasionalisasi Variabel dan Indikator
Tabel I

Operasionalisasi Variabel

	Variabel dalam Hipotesis

(teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

ICRC  memberikan perlindungan dan bantuan baik berupa meteriil maupun moril sebagai misi kemanusiaan kepada warga sipil, militer di daerah konflik bersenjata di Irak yang dimulai tahun 2003          
	1.  Adanya peran ICRC dalam  memberikan bantuan kepada korban di Irak. Seperti: sandang,  pangan, dan papan.
2. ICRC melakukan pencarian orang hilang dan menyatukan kembali keluarga yang terpisah
3. ICRC memberikan bantuan medis dan pelayanan kesehatan
4. ICRC menyebarluaskan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional.
5.  Adanya upaya-upaya untuk mengurangi penderitaan korban di Irak.

	1. Data (fakta dan angka) Adanya ICRC yang melakukan misi kemanusiaan yang dikhususkan untuk melindungi dan memberi bantuan korban perang. ICRC  bersifat mandiri dan netral.

2. Data (fakta dan angka) mengenai ICRC dalam melakukan pencarian orang hilang dan menyatujan kembali keluarga yang terpisah.
3. Data (fakta dan angka) mengenai ICRC dalam memberikan bantuan medis dan pelayanan kesehatan.
4. Data (fakta dan angka) mengenai ICRC dalam menyebarluaskan pengetahuian tentang Hukum Humaniter Internasional.


	Variabel Terikat:

Maka misi kemanusiaan dapat meminimalisir penderitaan seluruh korban konflik di Irak dengan terpenuhinya kebutuhan hidup.
	6. Adanya bantuan kebutuhan hidup  yang  dilakukan oleh ICRC.
7. Membantu para korban konflik dengan terpenuhi kebutuhan hidup. 
	5. Data (fakta dan angka) mengenai upaya untuk mengurangi penderitaan korban di Irak.
6. Data (fakta dan angka) mengenai bantuan kebutuhan hidup yang dilakukan oleh ICRC. 



4. Skema Kerangka Teoritis

Skema Kerangka Teoritis Peranan International Commiteeo of Red Cross (ICRC) Dalam Misi kemanusiaan Pada Konflik Amerika Serikat-Irak 


E. 
Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.

1. 
Tingkat Analisis


Dalam menentukan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional terlebih dahulu ditetapkan unit analisa yaitu perilaku yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan (karena itu juga bisa disebut variabel dependen) dan unit eksplanasi yaitu dampaknya yang terhadap unit analisa hendak kita amati) bisa juga disebut variabel independen. Berdasarkan penjelasan di atas unit analisa penelitian adalah peranan ICRC (International Committee of Red Cross). Adapun tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa induksionis, yaitu eksplanasinya pada tingkatan yang lebih tinggi.

2. 
Metode Penelitian.


Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan solusi berdasarkan yang dihimpun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode penelitian deskriptif.


Metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu metode dalam meneliti atau suatu kelas peristiwa masa sekarang. 


Penulis juga menggunakan metode historis yang mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasikan serta menjelaskan dan mensitesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat. Metode ini digunakan untuk mengetahui latar belakang berdirinya ICRC dan bagaimana upaya ICRC dalam misi kemanusiaan pada konflik Amerika Serikat-Irak.

3. 
Tekhnik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literatur (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan data berdasarkan  buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/internet, yang berhubungan dengan masalah. 

F. 
Lokasi dan Lama Penelitian.

1.
Lokasi Penelitian


Lokasi yang akan dijadikan tempat pencarian data dalam penelitian ini adalah: 
1. ICRC Indonesia.

Jl. Iskandar Syah 1-14 Kebayoran Baru

Jakarta 12160.

      2.
CSIS (Center for Strategic International Study).

Jl. Tanah Abang III No. 23-27.

Jakarta Pusat.

3. Pusat Informasi Kompas.

Jl. Palmerah selatan 26-28.

Jakarta 10270.   

4. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

5. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit, Bandung.
2.
Lama Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2007.

G. 
Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta lokasi dan lama penelitian.


Bab II Objek Penelitian Variabel Bebas


Bab II ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah organisasi kemanusiaan yaitu  yang antara lain gambaran umum mengenai ICRC, prinsip-prinsip dasar, landasan-landasan ICRC.


Bab III Objek Penelitian Variabel Terikat

    Bab III ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain. Pada penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel terikatnya adalah misi kemanusiaan  yang dilakukan oleh ICRC pada konflik Amerika Serikat-Irak
      Bab IV Verifikasi Data.
Dalam  bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan Indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

  Bab V Kesimpulan


Dalam bab ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan.     
Peranan ICRC dalam misi kemanusiaan pada konflik AS-Irak tahun 2003








Krisis kemanusiaan dan penderitaan terhadap korban konflik di Irak.





Kegiatan ICRC:


Memberikan bantuan dan kegiatan medis.


Perlindungan terhadap warga sipil.


Badan Pusat pelacakan.








Konflik Amerika Serikat-Irak





ICRC suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan 
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